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Abstrak

Perjanjian sewa menyewa kapal merupakan kontrak yang sering digunakan dalam industri pelayanan untuk
memfasilitasi penggunaan kapal oleh pihak yang membutuhkan tanpa harus memiliki sebuah kapal, namun
ketidakpatuhan dalam perjanjian dapat menyebabkan wanprestasi yang berdampak pada pihak yang terlibat
sehingga menimbulkan pertanyaan apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan kasasi nomor
1116K/Pdt/2023 dan apa akibat hukum dari putusan kasasi nomor 1116K/Pdt/2023 terhadap wanprestasi
berupa penggantian kapal antara PT Hartakie Ekspres sebagai penyewa dengan PT Trust Line Marine sebagai
pihak yang menyewakan. Penggantian kapal antara TB Trust 36 dengan TB Trust 77 yang spesifikasi mesin
kapal pengganti tidak sesuai dengan perjanjian sehingga kapal tidak dapat digunakan. Metode penelitian yang
digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus pada putusan
Mahkamah Agung tingkat kasasi. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan sekunder
dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan teknik analisis
deskriptif kualitatif dengan menjabarkan hasil dari analisis putusan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu
penggantian kapal TB Trust 36 dengan TB Trust 77 antara PT Trust Line Marine dan PT Hartakie Ekspres
Indonesia mencapai syarat sah perjanjian dan itikad baik. Tanggung jawab pihak yang menyewakan kapal
dibuktikan dengan meminta penyewa untuk memperbaiki kapal TB Trust 77 sehingga tindakan Tergugat sesuai
klausul perjanjian. Akibat hukum bagi para pihak yaitu perjanjian sewa menyewa dapat dibatalkan sedangkan
akibat hukum tidak langsung bagi para pihak yaitu berakhirnya perjanjian sewa menyewa, kehilangan peluang
bisnis dan putusan dapat menjadi rujukan bagi para pihak dalam penegakkan hukum.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Sewa Menyewa Kapal, Ganti Rugi

Abstract

A ship rental agreement is a contract that is often used in the service industry to facilitate the use of ships by
parties who need them without having to own a ship, however non-compliance with the agreement can cause
default which has an impact on the parties involved, thus raising the question of what the judge's basis for
consideration in cassation decision number 1116K/Pdt/2023 and what are the legal consequences of the
cassation decision number 1116K/Pdt/2023 regarding the default in the form of replacement of the ship
between PT Hartakie Ekspres as the lessee and PT Trust Line Marine as the lessor. The replacement of the ship
between TB Trust 36 and TB Trust 77 where the engine specifications of the replacement ship did not comply
with the agreement so the ship could not be used. The research method used is normative juridical with a
statutory approach and case studies on Supreme Court decisions at cassation level. The source of legal
materials used is primary and secondary legal materials using library study legal material collection
techniques and analyzed using qualitative descriptive analysis techniques by describing the results of the
decision analysis. The conclusion is states that the replacement of the TB Trust 36 ship with TB Trust 77
between PT Trust Line Marine and PT Hartakie Ekspres Indonesia achieves the terms of a valid agreement and
good faith. The responsibility of the party renting the ship was proven by asking the charterer to repair the TB
Trust 77 ship so that the Defendant’s actions were in accordance with the clauses of the agreement. The legal
consequences for the parties are that the rental agreement can be cancelled, while the indirect legal
consequences for the parties are the end of the rental agreement, loss of business opportunities and the
decision can be a reference for the parties in law enforcement.
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PENDAHULUAN

Perekonomian ~ maritim Indonesia  semakin
berkembang dengan canggih terkait transportasi. Sewa
menyewa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan subjek
hukum dalam sehari-hari dengan berbagai cara salah
satunya dengan cara menyewa barang atau jasa yang
dibutuhkan, sehingga  mengakibatkan  terjadinya
perikatan lahir dari perjanjian baik dilakukan secara lisan
maupun tulisan.

Berbagai jenis kapal yang akan digunakan sesuai
fungsinya, kapal yang berfungsi sebagai menarik kapal
lain di Pelabuhan, Laut Lepas atau Sungai yaitu kapal
tunda (tugboat) disingkat TB, kapal Tunda hanya
dimanfaatkan untuk manarik kapal tongkang (barge)
atau disingkat menjadi BG, kerena tongkang berupa
gerobak hanya berfungsi sebagai muatan barang.

Hubungan antara para pihak yang sudah sepakat
dapat dituangkan dalam perjanjian mengikat bagaikan
undang-undang yang umumnya disebut hubungan
hukum, dengan tujuan untuk menutup kebutuhan,
karena subjek hukum banyak yang tidak memiliki
barang atau jasa yang biasanya disebut Penyewa dengan
subjek hukum memiliki banyak barang disebut pihak
yang menyewakan.

Kedudukan penyewa dan pihak yang menyewakan
seimbang karena mempunyai hak dan kewajiban masing-
masing. Penyewa berkewajiban untuk memberikan uang
sewa kepada pihak yang menyewakan, sehingga
penyewa dapat terpenuhi haknya dalam periode tertentu.
Sedangkan pihak yang menyewakan wajib memberikan
barang atau jasa dengan layak selama berlangsungnya
masa sewa. Terkait unsur sewa menyewa yang telah
diatur dalam pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata untuk selanjutnya disebut dengan KUHPer yaitu
terdapat pihak yang menyewakan, adanya persetujuan
antara kedua belah pihak, adanya objek sewa menyewa.

Sewa menyewa adalah suatu kontrak yang dilakukan
dengan periode tertentu. Penelitian ini meneliti sewa
menyewa kapal untuk mengangkut muatan dan bongkar
muatan di Dermaga dan seringkali perjanjian yang telah
disepakati para pihak tidak selalu tercipta tujuannya.
Sehingga menimbulkan wanprestasi yang dilakukan salah
satu pihak sehingga mengakibatkan perjanjian dapat
dibatalkan atau diakhiri demi hukum.

Dalam perjanjian sewa menyewa terdapat hak dan
kewajiban para pihak yang wajib disepakati agar
penyewa dan pihak yang menyewakan memperoleh
keuntungan masing-masing. Meskipun telah diatur
dalam KUHPerdata, Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang, UU Nomor 17 tahun 2008 selanjutnya disebut
UU Pelayaran dan perjanjian sewa menyewa, seringkali
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terdapat salah satu pihak ingin untung sendiri yang
mengakibatkan pihak yang lain dirugikan.

Masalah diatas juga dialami Penggugat sebagai
penyewa yakni PT Hartakie Ekspres Indonesia dengan
Tergugat sebagai pihak yang menyewakan yakni PT
Trust Line Marine. Penggugat mengajukan gugatan
pertama ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 02
Januari 2019 yang menghasilkan putusan Niet
Ontvankelijke verklaard (NO) selanjutnya disebut NO
yaitu gugatan tidak dapat diterima dikarenakan pada
permohonan provisi menyatakan meminta Turut
Tergugat | merupakan agen yaitu PT Andromeda Sentral
Pasifik untuk tidak menyerahkan dokumen TB Trust 77
kepada Tergugat dan memerintakan Turut Tergugat Il
yaitu Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan Pontianak untuk tidak menerbitkan perizinan
dalam rangka pelayaran kapal TB Trust 77 sampai
putusan berkekuatan hukum tetap. Arti dari putusan NO
yakni pokok perkara tidak diperiksa sehingga eksepsi
diterima, namun Hakim dalam eksepsi menyatakan
menolak seluruh eksepsi. Sedangkan hasil dari putusan
banding menyatakan menguatkan putusan pertama,
gugatan dalam putusan banding tidak diperiksa Majelis
Hakim karena tidak ada alasan yang dijadikan dasar
Majelis Hakim banding untuk membatalkan putusan
pertama sehingga putusan pertama dan putusan banding
merugikan Penggugat, karena merugikan akhirnya
Penggugat mengajukan perkara pada tingkat kasasi
tanggal 04 Januari 2021.

Sebelumnya antara PT Hartakie Ekspres Indonesia
dengan PT Trust Line Marine sepakat untuk melakukan
perjanjian sewa menyewa kapal Tunda (Tug Boat)
dengan nomor TB (tug boat) Trust 36 dan kapal tongkang
(barge) BG (barge) Trust Line 306 selama 6 (enam)
bulan sejak tanggal 30 Juli 2018 - 30 Januari 2019
dengan biaya sewa dua kapal 600.000.000 yang dibayar
dimuka sesuai dengan invoice.

Selain itu, terdapat kewajiban pemberi sewa yaitu
membayar deposit 100% dari uang sewa, membayar uang
sewa bulan pertama, kedua dan seterusnya sebesar 600
juta.

Penggugat mengajukan gugatan karenakapal TB Trust
36 diganti dengan kapal TB Trust 77 dengan spesifikasi
mesin yang berbeda dengan yang diperjanjian, Selain itu,
kapal mengalami kerusakan sehingga tidak dapat
beroperasi maka tidak sesuai pasal 1551 KUHPer “Pihak
yang menyewakan diwajibkan menyerahkan barang yang
disewakan dalam keadaan terpelihara segala-galanya, ia
harus selama waktu sewa menyuruh melakukan
pembetulan-pembetulan pada barang yang disewakan,
yang perlu dilakukan, terkecuali pembetulan-pembetulan
yang menjadikewajiban si penyewa.”



Wanprestasi oleh Tergugat selaku pihak yang
menyewakan kapal berupa penggantiankapal TB Trust 36
pada bulan Oktober yaitu bulan ke 4 (empat) masa sewa
dengan kapal tunda TB Trust 77 yang mengalami
kerusakan dan tidak dapat beroperasi pada saat kapal tiba
di Penggugat, membuat Penggugat mengalami kerugian
materill dan imateril. Penggugat dan Tergugat
mengajukan kerugian masing-masing dengan harapan
agar gugatan dikabulkan Majelis Hakim.

Pasal 163 HIR mengatur dasar hukum pembuktian,
Maka Penggugat dan Tergugat harus mengajukan bukti
yang memperkuat gugatan mereka.  Penggugat
mengajukan bukti yang ditandai dengan P1-P19B serta
dua saksi sedangkan Tergugat mengajukan bukti ditandai
dengan T1-T19 serta dua orang saksi. Oleh karena itu,
membuat Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan
diatas dengan judul “Analisis putusan Mahkamah Agung
Nomor 1116K/Pdt/2023 Terkait Wanprestasi Terhadap
PerjanjianSewa Menyewa Kapal”.

METODE

Penulisan ini menggunakan metode yuridis
normatif yang menganalisis putusan tingkat kasasi
nomor 1116K/Pdt/2023 dengan isu hukum yakni
kekaburan hukum pada putusan kasasi nomor
1116K/Pdt/2023. Metode  pendekatan  penelitian
menggunakan pendekatan perundang-undangan dan
studi kasus dengan sumber bahan hukum untuk
penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-
undangan dan yurisprudensi. Sedangkan bahan hukum
sekunder berupa buku, hasil penelitian, jurnal dan
internet. Teknik pengumpulan bahan hukum pada
wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kapal
menggunakan studi kepustakaan, dengan mengumpulkan
bahan hukum lalu dihubungkan dengan permasalahan.
Selain itu, menggunakan teknik snowball. Teknik
analisis menggunakan analisis deskripsi kualitatif yaitu
menyusun dan menginterpretasikan norma-norma
hukum yang terdapat pada bahan hukum kemudian
dijabarkan dan fokus pada pemahaman mendalam
mengenai  hukum  dan  fakta hukum  untuk
menyelesaikan permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus yang dianalisis dalam penelitian ini yakni
dasar pertimbangan Hakim kasasi mengenai wanprestasi,
penggantian kapal, rekonvensi, dan ganti rugi. Kasus ini
relevan karena menyangkut interpretasi hukum mengenai
wanprestasi dan penerapan klausul perjanjian sewa

menyewa kapal Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung
Dalam Kasasi Sebagai Berikut:
1. Dasar Pertimbangan Mhkamah Agung Kasasi

Mengenai Wanprestasi

Subekti membagi wanprestasi menjadi empat bagian
yaitu sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang
dilakukan tidak seperti yang diperjanjikan, terlambat
memenuhi prestasi, dan melakukan prestasi namun tidak
sebagaimana mestinya. Wanprestasi diatur dalam
KUHPerdata pasal 1238 sampai 1242. Penggugat
mengklaim Tergugat | mengganti kapal TB 36 dengan
kapal TB 77 secara sepihak tanpa alasan yang jelas dan
spesifikasi mesin tidak sesuai dengan perjanjian dan
kapal mengalami kerusakan sehingga Penggugat
menyatakan Tergugat | melakukan wanprestasi karena
tidak sesuai dengan perjanjian sewa menyewa. Penggugat
salah dalam menggolongkan wanprestasi yang dilakukan
Tergugat karena jelas bahwa spesifik mesin kapal dalam
perjanjian hanya untuk kapal TB Trust 36 bukan untuk
kapal pengganti. Seharusnya wanprestasi Tergugat masuk
kedalam melakukan prestasi tapi tidak sebagaimana
mestinya karena kapal tiba-tiba mengalami kerusakan
sebelum dipakai penyewa.

Pihak yang menyewakan mengklaim Penggugat tidak
membayar biaya sewa dengan alasan kapal tidak dapat
digunakan ~ dan penyewa juga menolak untuk
memperbaikinya. Oleh karena itu, Tergugat akan menarik
kapal yang disewa Penggugat yaitu kapal TB Trust 77
dan BG Trust 306 namun Penggugat tidak berkenan
mengembalikan kapal tersebut, seharusnya apabila kapal
benar-benar rusak maka Penggugat setuju untuk
mengembalikan kapal karena kapal juga tidak dapat

digunakan.
Mahkamah Agung setuju dengan klaim Penggugat
selaku penyewa bahwa Tergugat | melakukan

wanprestasi yang termasuk kedalam melakukan prestasi
tapi tidak seperti yang diperjanjikan dengan dasar
Tergugat meminta kapal TB 36 diganti dengan kapal TB
77 namun kapal tidak sesuai dengan kewajiban Tergugat
| sebagai pihak yang menyewakan. Spesifikasi mesin
kapal TB Trust 77 berbeda dengan yang diperjanjian
sehingga Tergugat | melanggar: “Perjanjian (P-1)
Tergugat |1 wajib menyediakan kapal TB Trust 36/BG
Trust Line 306, namun diganti kapal TB Trust 77 yang
spesifikasi mesin lebih rendah dari perjanjian dan kapal
rusak.”
2. Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam

Kasasi Mengenai Ganti Rugi

Ganti rugi adalah salah satu akibat wanprestasi yang
dilakukan salah satu pihak. Ganti rugi dapat dikabulkan
apabila Penggugat dapat membuktikan bahwa kerugian
berasal dari kelalaian Tergugat. Ganti rugi telah diatur
dalam KUHPerdata pasal 1243, doktrin Subekti yang



berjudul “Hukum Perjanjian”. Pemohon kasasi meminta
ganti rugi kepada Termohon kasasi sebagai berikut:
pengembalian deposit, ganti rugi off hire tanggal 17
November 2018 s/d 30 Januari 2018 sebesar 74 hari,
kehilangan muatan pupuk 225 karung, kehilangan
kontrak pengangkutan, biaya yang timbul akibat proses
penggantian kapal yang diinisiasi Tergugat, perbaikan
kapal dan pembelian suku cadang. Mahkamah Agung
mengabulkan ganti rugi penyewa. Menurut penulis
Mahkamah Agung melebihkan ganti rugi yang
dimintakan disebut dengan ultra petita, bahwa MA
mengabulkan ganti rugi tapi tidak sesuai peristiwa
hukum.

Sedangkan pihak yang menyewakan menuntut ganti
rugi atas wanprestasi yang dilakukan Penggugat yakni:
biaya kerugian dermaga atas tabrakkan BG Trust line
306, kehilangan Mainhole 2 (dua) set, ROB tanggal 21
November 2018 dan 02 Desember 2018, biaya sewa
yang belum dibayar bulan ke 4 (empat) dan 5 (lima),
biaya perjalanan Pontianak ke PT Trust Line Marine.

3. Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung Kasasi

Mengenai Permohonan Provisi

Permohonan provisi adalah permohonan yang
diajukan oleh Penggugat untuk mendapatkan putusan
sementara sebelum jatuhnya putusan akhir. Berdasarkan
pertimbangan Hakim, Penulis sependapat dengan
Mahkamah Agung kasasi karena sesuai yurisprudensi
98/Pdt/G/2016 dan yurisprudensi N0.1070K/Sip/1972.

Mahkamah Agung menyatakan meskipun Hakim
pertama menolak permohonan provisi karena meminta
Turut Tergugat | dan Il untuk melakukan suatu perbuatan
mengenai pokok perkara. Dengan dasar kedudukan Turut
Tergugat | dan Il hanya untuk tunduk dan patuh terhadap
putusan, oleh karena itu, gugatan tidak dapat diterima.

Namun Pengadilan Negeri dapat mempertimbangkan
pokok perkara meskipun permohonan provisi dinyatakan
gugatan tidak dapat diterima agar para pihak yang
bersengketa dapat mengetahui secara langsung hasil dari
putusan. Berdasarkan yurisprudensi  MA  Nomor
1201K/Sip/1973. Putusan gugatan tidak dapat diterima
yaitu Penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang
harus dibuktikannya, tidaklah tepat kalau kemudian
Hakim banding dalam amar putusan menyatakan gugatan
tidak dapat diterima sehingga tindakan Hakim banding
kurang tepat.

Permohonan provisi terakhir mengenai sita jaminan.
Tujuan sita jaminan mencegah Tergugat tidak
mengalihkan hak atau harta benda kepada orang lain.
Apabila tidak terbukti atas tindakan Tergugat maka sita
jaminan harus ditolak, berdasarkan Pasal 227 ayat 1 HIR
menyatakan alasan yang wajib dipergunakan dalam
permohonan peletakan sita jaminan:
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Tergugat akan menggelapkan barang-barang atau
harta kekayaan untuk menjauhkan barang-barang atau
harta kekayaan dari kepentingan Penggugat, telah ada
putusan yang berkekuatan hukum tetap, barang yang
diletakkan sita jaminan merupakan barang milik Tergugat
bukan milik orang lain atau pihak Kketiga. Penulis
sependapat dengan Mahkamah Agung kasasi karena
berdasarkan  Yurisprudensi Nomor 597K/Sip/1983
menyatakan sita jaminan yang diadakan bukan atas
alasan yang disyaratkan dalam pasal 227 ayat (1) HIR
tidak dibenarkan. Bahwa alasan-alasan permohonan
peletakan sita yang diajukan Penggugat tidak memiliki
dasar dan alasan yang cukup sebagaimana pasal 227 ayat
).

4. Penolakan Tergugat
Kerusakan kapal yang dijadikan alasan Penggugat

menolak membayar biaya sewa dalam hukum kontrak
mengacu pada pembelaan dari Tergugat | terhadap klaim
yang diajukan.

a) Fakta yang sesungguhnya:

Kondisi kapal sebenarnya hanya Tergugat | dari
kapal TB Trust 77 yang mengetahui, pihak yang
menyewakan menginformasikan bahwa kapal TB
Trust 77 terdapat kerusakan dibagian baling-baling
dan pompa air laut.

Perjanjian dan kewajiban

Ketentuan perjanjian yang mengatur tanggung
jawab diatur dalam klausul perjanjian sewa menyewa.
Berikut terdapat beberapa klausul perjanjian sebagai
berikut: Pasal 11b: Pihak kedua membayar sewa
bulan kedua dan seterusnya s/d masa sewa habis
kepada pihak pertama, dengan pembayaran 100%,
600 juta dibayar dimuka setiap bulan, sesuai
invoice.”

Pasal 11c: Pihak yang menyewakan berhak
menghentikan operasi kapal apabila penyewa belum
memenuhi kewajiban pembayaran sewa.

Pasal 14b: Penyewa berhak rekomendasikan satu
kapten, satu chief engineers yang bekerja sesuai
dengan intruksi pihak kedua dalam pengoperasian
kapal.

Pasal 14e: Pihak pertama tidak bertanggung
jawab atas tertumpah, kehilangan, kerusakan muatan
yang ada diatas kapal kecuali jika hal tersebut
disebabkan oleh crew yang menjadi tanggung jawab
pihak pertama.”

Pasal 14j: Pihak pertama harus menyediakan dan
menyerahkan kapal dalam keadaan kokoh, terpelihara
dengan baik, serta dalam keadaan layak operasi.

Pasal 15b: Perbaikan atau perawatan menjadi
beban dan tanggung jawab pihak pertama baik dalam
perawatan berkala, perbaikan insidentil seperti

b)



c)

d)

f)

overhaul mesin  dan docking. Pihak yang
menyewakan  wajib untuk memelihara dan
melakukan perawatan pada kapal sebagai bentuk
keamanan pada kapal dan muatannya. Penyewa juga
memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan
kapal saat kapal berada dalam masa sewa.

Penggunaan yang wajar
Bahwa kapal digunakan sesuai peraturan atau

perjanjian yang disepakati para pihak pasal 1560
KUHPerdata, penyewa harus menggunakan kapal
sewa dengan hati-hati. Penggunaan kapal yang wajar
dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti
perawatan rutin dengan pembersihan, pelumasan
mesin, mengecek kapal dan memberikan keselamatan
kapal dengan tidak melebihi muatan, mengikuti
peraturan navigasi.
Saksi dan ahli

Saksi Penggugat yang menguatkan klaim yakni

Asep Dudi Dharmadie menyatakan kondisi kapal TB
Trust 77 tidak layak pakai, terlihat dari tug kapal, yag
kebetulan pada saat itu Tergugat | berada di
lapangan, saksi menerima informasi dari crew TB 77
bahwa baling-baling kapal patah yang satu bengkok
dan pompa air laut tidak berjalan dan dalam kondisi
seperti itu kapal tidak dapat dipakai.

Menurut penulis dalam buku Capt. Fakhrurrozi,
dkk berjudul International Safety Management (ISM)
Code, Kebijakan dan Implementasi mengenai
kerusakan kapal menyatakan bahwa kerusakan baling-
baling dan pompa air lautterjadi karena 3 (tiga) faktor
yaknifaktor manusia, faktor teknis dan faktor alam.
Perbaikan yang dilakukan:

Tindakan memperbaiki kapal dengan tujuan
mengembalikkan kondisi- kapal ke dalam keadaan
yang baik dan layak operasi setelah terjadi kerusakan
selama masa sewa berlangsung karena berbagai
faktor penyebab.

Saat Tergugat berada di kapal TB Trust 77
menginformasikan kerusakan kapal, Penggugat
mengajukan BA kerusakan 27 November 2018,
kemudian melalui email Tergugat | meminta
penyewa memperbaiki kapal terlebih dahulu, dengan
biaya yang akan diganti Tergugat | yang sesuai pasal
15b Perjanjian. Kerusakan pada baling- baling yang
patah dan bengkok diperlukan perbaikan darurat
berupa penggantian di  Pelabuhan terdekat.
Kerusakan pada pompa air laut seperti kegagalan
mekanis atau kebocoran yang mengganggu sistem
pendingin mesin. Perbaikan insidentil dilakukan jika
kerusakan terjadi secara tiba-tiba dan membutuhkan
tindakan segera.

Relevansi hukum

206

Relevansi hukum mengacu pada kelayakan
informasi, argumen atau bukti yang memiliki
hubungan dengan masalah hukum
yangdipertimbangkan. Argumen harus sesuai dengan
hukum yang berlaku dengan perkara. Hal ini merujuk
pada prinsip-prinsip hukum, peraturan perundang-
undangan, putusanpengadilan, dan doktrin hukum.

Analisis Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung

Tingkat Kasasi Sebagai Berikut:
1. Pengajuan Kasasi

Berdasarkan peraturan nomor mengenai batas
waktu pengajuan kasasi Pasal 46 Undang-Undang
MA Nomor 14 tahun 1985 mendeskripsikan bahwa
permohonan kasasi dapat diajukan secara tertulis atau
lisan melalui penitera pengadilan pertama yang telah
memutus perkara, dalam tenggang waktu 14 hari
sesudahputusan atau penetapan pengadilan.

. Kepatuhan terhadap Perjanjian

Prinsip perjanjian yang mewajibkan semua pihak
wajib memenuhi hak dan kewajiban yang disepakati.
Kepatuhan perjanjian digunakan untuk memastikan
perjanjian berjalan sesuai tujuan. Beberapa hal dalam
kepatuhan terhadap perjanjian yakni:

a. Pacta Sunt Servanda
b. Kewajiban dan Hak dalam Perjanjian
c. Ketidakpatuhan terhadap perjanjian

. Analisis Dasar  Pertimbangan Hakim Dalam
Wanprestasi
Dasar = hukum  wanprestasi  diatur  dalam

KUHPerdata 1238 sampai pasal 1242. Mahkamah
Agung tingkat kasasi memutuskan wanprestasi yang
dilakukan Tergugat | termasuk melaksanakan prestasi
tapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu
berupamengganti TB 36 dengan TB 77 secara sepihak
sehingga tidak sesuai dengan (P-1) yakni perjanjian
sewa menyewa, seharusnya Tergugat menyediakan
kapal TB 36 namun diganti dengan TB 77 yang
spesifikasi mesin lebih rendah dengan perjanjian
sehingga Tergugat | telah melakukan wanprestasi.
Kerusakan tersebut menyebabkan kapal tidak dapat
beroperasi. Menurut penulis wanprestasi Tergugat
termasuk kedalam melaksanakan prestasi tapi tidak
sebagaimana mestinya karena objek perjanjian
mengalami kerusakan sebelum dipakai penyewa.
Perjanjian antara penyewa dengan pihak yang
menyewakan memenubhi syarat sahnya perjanjian.

. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pokok

Perkara

“Berdasarkan perjanjian sewa menyewa kapal
(bukti P-1).” Dalam Pokok Perkara, Mahkamah
Agung tingkat kasasi kurang tepat apabila hanya
merujuk pada bukti Penggugat. Mahkamah Agung
dalam kasasi hanya mempertimbangkan bukti dari



Pemohon kasasi karena MA fokus pada penerapan
hukum dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
bukan untuk menilai ulang fakta-fakta yang telah
diputuskan oleh pengadilan negeri dan banding
sehingga sesuai dengan fungsi Mahkamah Agung
sebagai judex juris yang berfokus pada penerapan
hukum.

Berdasarkan pertimbangan Hakim kasasi

tersebut, Penulis tidak sependapat dengan Mahkamah
Agung karena terdapat sudut pandang yang berbeda
yakni:

L
3)

b)

c)

Pasal 1320 KUHPerdata
Kesepakatan, Penggantian kapal sesuai bukti
yakni: Saksi Tergugat, Marison Panjaitan, Bukti
P-8a berupa surat elektronik dari Tergugat kepada
Penggugat, P-8f berupa surat elektronik dari
Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvesi 27
November 2018, P-8c berupa deskripsi kapal TB
Trust 77, T-2 berupa surat elektronik.
Kecakapan

Setiap perjanjian yang dibuat dan dilakukan
antara badan usaha diwajibkan seseorang untuk
mewakili atas nama badan usaha tersebut dan
seseorang yang mewakili memiliki kewenangan
hukum dan cakap. Cakap hukum natuurlijke
person yaitu berusia minimal 19 tahun atau sudah
menikah. Pihak yang mewakili dalam perjanjian
yaitu Direktur Operasional PT Hartakie Ekspres
yaitu Asep Dudy Dharmadie dan Direktur
Lapangan PT Trust Line Marine yaitu Marison
Panjaitan. Bahwa subjek hukum yang mewakili
dalam perjanjian tidak dibawah pengampuan.
Alasan  subjek ~ hukum dikatakan dalam
pengampuan telah diatur dalam KUHPerdata pasal
433 sampai 462 maka Asep Dudi Dharmadie dan
Marison Panjaitan cakap untuk melakukan
perbuatan hukum. Sewa menyewa dibuat antara
badan usaha berbadan hukum karena nama subjek
hukum yaitu PT. PT merupakan singkatan dari
perseroan terbatas yang telah diatur dalam UU 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Syarat
kecakapan subjek hukum berupa badan usaha
berbadan hukum vyaitu didirikan sesuai dengan
hukum yang berlaku yaitu UU PT dan memiliki
kemampuan hukum untuk menjalankan tindakan
hukum, tidak dinyatakan pengadilan bahwa
perusahaan dalam keadaan pailit atau proses
likuidasi. Dalam mendirikan Perseroan Terbatas
atau PT wajib memenuhi organ PT yang telah
diatur dalam pasal 92 ayat (1) UU PT yaitu: RUPS
(rapat umum pemegang saham), Direksi, dan
Komisaris.

Suatu hal yang diperbolehkan
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d)

Objek perjanjian berupa kapal TB Trust 36
diganti dengan TB Trust 77 sesuai dengan dasar
hukum vyaitu pasal 1548-1600 KUHPerdata
tentang perjanjian sewa menyewa Serta UU
Pelayaran. Penggantian kapal apabila diatur
dalam klausul perjanjian lama maka para pihak
harus  mengikutinya,  sedangkan apabila
perjanjian yang lama tidak diatur secara khusus
mengenai penggantian kapal selama sewa maka
penggantian hanya diperbolehkan apabila ada
persetujuan bersama.

Suatu hal vyang diperbolehkan wajib
memenuhi prinsip dalam KUHPerdata pasal 1338
ayat (3) berbunyi.

Suatu sebab yang halal

Bahwa prestasi yang dilakukan Tergugat
dalam  perjanjian  membuktikan  Tergugat
melaksanakan prinsip itikad baik. Tujuan dari
penggantian kapal yaitu untuk perdagangan yang
sah dan pihak yang menyewakan memenuhi
prestasinya yaitu menyediakan kapal pengganti
berupa TB Trust 77 yang layak beoperasi.

Suatu hal yang diperbolehkan dan suatu
sebab yang halal merupakan syarat objektif
apabila kedua syarat ini tidak terpenuhi maka
perjanjian menjadi batal demi hukum karena telah
melanggar hukum, ketertiban umum dan
kesusilaan.

Berdasarkan doktrin Subekti dalam buku yang
berjudul ~ “Pokok- Pokok Hukum Perdata”
halaman 135 menyatakan bahwa perjanjian
dianggap sah dan mengikat apabila perjanjian
dilakukan dengan kemauan yang bebas, tanpa ada
paksaan, kekhilafan atau penipuan. Jika salah
satu terjadi maka perjanjian dianggap tidak sah
dan dapat dibatalkan. KUHPer telah mengatur
dalam pasal 1321 KUHPerdata.

Mengenai kerusakan kapal, berdasarkan 468
KUHD.

Berdasarkan Undang-Undang Pelayaran pasal
40 ayat (2) bahwa pemilik kapal wajib
menyediakan kapal yang layak laut dan
memenuhi persyaratan teknis serta keselamatan
pelayaran. Beberapa hal mengenai persyaratan
teknis dan keselamatan yang diatur selain UU
Pelayaran yakni Peraturan Pemerintah Nomor 51
Tahun 2002 tentang Perkapalan, Peraturan
Menteri Perhubungan nomor KM 20 Tahun 2006
tentang Kebijakan Keselamatan Pelayaran,
Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 7
Tahun 2013 tentang Kelaiklautan Kapal Dan
Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45
Tahun 2012.



5. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Pelayaran.
4. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Rekonvensi

Mahkamah  Agung tingkat kasasi tidak
mempertimbangkan rekonvensi karena Mahkamah
Agung tingkat kasasi hanya fokus pada penerapan
hukum dan tidak memeriksa ulang fakta atau bukti
yang sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat
pertama dan banding. Namun karena Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam rekonvensi juga
tidak diperiksa sehingga Tergugat | dapat menjelaskan
secara rinci bahwa bukti atau fakta yang diajukan
relevan dan substansial, Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Tinggi tidak memeriksa fakta atau bukti
yang telah ada, namun Mahkamah Agung dalam
tingkat kasasi dapat memeriksa dan memutus
berdasarkan fakta dan bukti.
Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Ganti Rugi

Menurut Subekti dalam buku berjudul Hukum
Perjanjian halaman 53 menyatakan ganti rugi adalah
penggantian kerugian yang timbul karena wanprestasi
atau pelanggaran suatu perjanjian. Dasar hukum
yang mengatur mengenai ganti rugi yakni:
1. Yurisprudensi MA No.610K/Sip/1968
Yurisprudensi MA No.456/1998
Pasal 1243 KUHPerdata

Pasal 1561 KUHPerdata
Pasal 1563 KUHPerdata

Prinsip keadilan, kompensasi, dan kehati-hatian.

MA dalam mengabulkan ganti rugi tidak sesuai
dengan fakta atau peristiwa hukum dapat disebut dengan
ultra petita.

Akibat Hukum Dari Putusan Mahkamah Agung
Tingkat Kasasi. Akibat hukum yaitu dampak yang
timbul dari peristiwa yang telah disahkan bagi pihak
yang melakukan perjanjian sewa menyewa Yyakni
pemenuhan hak dan kewajiban pihak yang menyewakan
kapal, pemenuhan prestasi sesuai dengan perjanjian awal
atau setidak-tidaknya penyewa dapat terpenuhi haknya
atas barang yang disewa. Akibat hukum langsung bagi
pemohon kasasi yakni dikabulkannya memori kasasi
yang isinya menerima dan mengabulkan permohonan
kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri
10/Pdt.G/2019 juncto Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Nomor 466/Pdt.

Intinya menyatakan Tergugat wanprestasi dan wajib
memenuhi ganti rugi Penggugat. Tergugat mengirimkan
kapal TB Trust 77 namun kapal tersebut mengalami
kerusakan sebelum dipakai Penggugat sehingga hal
tersebut tidak sesuai dengan KUHPerdata mengenai
kewajiban pihak yang menyewakan kapal. Akibat
hukum tidak langsung bagi Pemohon kasasi adalah
berakhirnya perjanjian sewa menyewa, Kkehilangan
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peluang bisnis, kehilangan kepercayaan dari klien dan
berkurangnya pendapatan di masa mendatang, reputasi
Penggugat sebagai penyewa.

Akibat hukum langsung bagi Termohon Kasasi, adan
harus mengganti kerugian akibat wanprestasi kepada
Pemohon Kasasi, membayar biaya perkara yang telah
ditetapkan Mahkamah Agung, Tergugat sebagai pihak
yang menyewakan kapal harus memperbaiki kapal atau
mengganti kapal yang tidak sesuai. Akibat hukum tidak
langsung yakni berakhirnya perjanjian sewa menyewa
kapal dan reputasi yang buruk sebagai penyedia layanan
yang dapat diandalkan dapat terganggu.

PENUTUP
Simpulan

Berdasarkan ratio decidendi Hakim dalam Putusan
MA No.116K/Pdt/2023 kurang tepat dalam memutuskan
perkara sesuai pertimbangan Mahkamah Agung dalam
kasasi mengenai wanprestasi, pokok perkara, rekonvensi
serta ganti rugi. Mahkamah Agung dalam memutuskan
wanprestasi kurang tepat karena hanya dengan dasar
perjanjian, sedangkan menurut penulis sesuai peristiwa
hukum dan pasal 1242 KUHPerdata menyatakan bahwa
pihak yang menyewakan melakukan wanprestasi karena
menyediakan kapal TB Trust 77 yang mengalami
kerusakan sebelum dipakai penyewa. Mahkamah Agung
dalam pokok perkara juga kurang tepat dalam
memutuskan penggantian kapal yang tidak sesuai dengan
perjanjian, karena MA kasasi hanya mempertimbangkan
pada bukti Penggugat sebagaimana tidak sesuai dengan
salah satu asas hakim yaitu asas audi et alteram partem
hakim harus mendengar kedua belah pihak sebagai bahan
pertimbangan. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi
kurang tepat dalam memutuskan rekonvensi karena tidak
memeriksa rekonvensi.

Meskipun judex juris hanya fokus terhadap penerapan
hukum pengadilan pertama dan banding, namun
Mahkamah Agung tetap mempunyai wewenang untuk
memeriksa rekonvensi yaitu dengan mengembalikkan
kasus kepada pengadilan dibawahnya untuk diperiksa dan
diputus. Sedangkan pertimbangan mengenai ganti rugi,
Mahkamah Agung kurang tepat karena terdapat ganti rugi
yang tidak sesuai dengan fakta hukum atau disebut
dengan misapplication of law sesuai dengan pasal 178
ayat (1) HIR dan doktin Mariam Darus Badrulzaman
dalam buku yang berjudul Kompendium Hukum
Perikatan. Namun Hakim tetap mengabulkan dan hanya
bersumber pada bukti Penggugat seharusnya kedua bukti
baik dari Penggugat maupun Tergugat dapat dijadikan
dasar alasan dikabulkannya ganti rugi.

Akibat hukum langsung bagi pemohon kasasi yakni
menyatakan Tergugat wanprestasi dan wajib memenuhi



ganti rugi Penggugat, Penggugat tidak dapat
menggunakan kapal sesuai perjanjian. Akibat hukum
tidak langsung adalah berakhirnya perjanjian sewa
menyewa, kehilangan peluang bisnis, kehilangan
kepercayaan dan reputasi buruk.

Akibat hukum langsung bagi Termohon Kasasi yakni
dinyatakan wanprestasi sehingga wajib mengganti
kerugian kepada Pemohon Kasasi, membayar biaya
perkara, Tergugat harus memperbaiki kapal. Akibat
hukum tidak langsung yakni berakhirnya perjanjian sewa
menyewa kapal dan reputasi yang buruk sebagai
penyedia layanan, kapal mengalami penurunan nilai
karena kondisi yang buruk atau kerusakan yang tidak
segera diperbaiki. Akibat hukum tidak langsung
umumnya yaitu putusan dapat dijadikan rujukan bagi
para pihak dalam perkara dengan topik yang sama.

Saran
1. Bagi Hakim, diharapkan Hakim dapat menerapkan

prinsip keadilan, prinsip kompensasi dan prinsip
kehati-hatian,  asas  hakim  tidak  berpihak
(imparsialitas) dan audi et alteram partem (mendengar
kedua belah pihak).

2. Bagi PT Hartakie Ekpress, diharapkan lebih rinci
dalam membuat perjanjian dan lebih terbuka dalam
memberikan informasi ke Pihak yang Menyewakan.
Untuk kerugian yang timbul akibat kapal pengganti
yang tidak dapat beroperasi diharapkan ada bukti yang
mendukunghal tersebut.

3. Bagi PT Trust Line Marine, diharapkan meninjau

kembali  klausul —kontrak  terkait kewajiban
pemeliharaan dan penggantian kapal dan pihak yang
menyewakan  kapal lebih  transparan  dalam

memberikan informasi, komunikasi lebih ditingkatkan
dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan
kedua belah pihak.
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